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Abstrak

Tindakan yang dilakukan oleh teroris sangat membahayakan negara baik keamanan
masyarakat maupun keutuhan negara. Terorisme mengancam keamanan dan ketenangan
masyarakat, menimbulkan rasa takut dalam jiwa masyarakat sehingga menggangu secara
psikologis. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui fungsionalisasi
Kesatuan Brimob Jawa Barat dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana
terorisme. Dilihat dadri objek kajian dalam penelitian ini yaitu fungsionalisasi Kesatuan
Brimob Jawa Barat dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme maka
penelitian ini tepat menggunakan metode pendekatan normatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa fungsionalisasi Kesatuan Brimob Jawa Barat dalam pencegahan dan
penanggulangan tindak pidana terorisme dilakukan dalam dua bentuk yaitu 1) paya
pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme yang meliputi upaya patroli di wilayah
yang dicurigai sebagai tempat yang rawan teroris, dan melakukan dialog dengan
masyarakat. Mengadakan latihan persiapan bagi anggota brimob dalam menghadapi
teroris. Bersinergi dengan lembaga terkait seperti BNPT dan lain-lain. Melakukan
pendekatan kultural dan partisipasi semua pihak. 2) Upaya penindakan pelaku tindak
pidana terorisme. Tindakan berupa penyergapan, penembakan, dan penahanan merupakan
tindakan represif yang bersumber dari kewenangan diskresi kepolisian saat bertindak di
lapangan yaitu suatu tindakan yang didasarkan pada pertimbangan sendiri oleh anggota
Polri saat menghadapi pelaku tindak pidana. Hambatan dari kesatuan Brimob Jawa Barat
dalam pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yaitu persepsi yang
buruk dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas, sarana dan prasarana serta

efektivitas hukum.

Kata Kunci: Terorisme, Brimob, Kerjasama Antar Lembaga
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PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah
aat negara yang dibentuk untuk menjalankan fungsi negara dalam melakukan
perlindungan terhadap masyarakat. Eksistensi Polri sebagai institusi yang
menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban diamanahkan dalam konstitusi
negara atau Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya
ditulis UUD 1945.

Sesuai dengan amanah dari konstitusi tersebut maka Polri berkwajiban
melindungi masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban baik dari dalam
negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu Polri membentuk struktur di seluruh
wilayah kesatuan Republik Indonesia yaitu pada tingkat provinsi disebut Polda, di
tingkat kab/kota disebut Polres/ta, dan di tingkat kecamatan disebut Polsek, serta
Polri juga membentuk polmas pada tingkat desa. Semua elemen Polri ini bekerja
untuk negara dan masyarakat khususnya dalam menciptakan keamanan dan
ketertiban serta tugas lainnya.

Polri juga membentuk satuan-satuan khusus dalam tubuh atau organisasi
Polri untuk menjalankan tugas Polri secara spesifik dan terarah. Berbagai satuan
yang dibentuk diantaranya satuan lalu lintas, dan lain-lain serta satuan brimob.
Satuan satuan ini menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peran Polri sebagai
alat negara yang berfungsi menciptakan keamanan dan ketertiban. Salah satu
satuan yang sangat penting perannya ialah satuan Brimob.

Satuan Brimob adalah satuan khusus yang dibentuk oleh Polri untuk
melaksanakan tugas Polri dalam menangani gangguan keamanan berintensitas
tinggi. Gangguan keamanan berintensitas tinggi artinya gangguan keamanan yang

berdampak besar pada stabilitas keamaman negara yang tidak dapat ditangani oleh
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polisi biasa. Oleh karena itu setiap anggota brimob dibekali kemampuan fisik yang
baik, kecerdasan intelektual, emosional, dan termasuk spiritual. Satuan brimob atau
selanjutnya disebut Korp Brimob dibentuk di berbagai daerah di seluruh Indonesia
termasuk Jawa Barat.

Korps Brimob Jawa Barat sudah dibentuk puluhan tahun dan sudah
beroperasi dalam berbagai kasus baik kasus dalam wilayah hukum Jawa Barat
maupun di luar Jawa Barat, sampai ke Papua dengan mengirimkan personil.
Berbagai kasus dengan intensitas tinggi di Jawa Barat menyebabkan gangguan
keamanan dan ketertiban terganggu, sehingga berdampak pada aktivitas
masyarakat. Korps Brimob Jawa Barat berkomitmen untuk mencegah dan
menangani secara tuntas segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban dalam
masyarakat khususnya tindak pidana terorisme.

Tindak pidana terorisme jarang terjadi di Jawa Barat namun gerakan teroris
masih terus di jumpai. Korps Brimob sejak tahun 2022 hingga 2024 terus beroperasi
penyisiran jaringan teroris di Jawa Barat. Pada tahun 2022 6 (enam) terduga teroris
di tangkap di duga jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), kemudian tahun 2023
17 orang terduga terosris dari JAD, tahun 2024 terduga berinisial ARR di Karawang
dan di tahun 2024 juga ditemukan jaringan teroris di Tasik hingga Majalengka.

Ditemukannya terduga teroris tersebut menandakan bahwa jaringan terorisme
di Jawa Barat masih ada dan terus bergerak, namun tidak dapat dipastikan apakah
mereka terhubung dengan jaringan terorisme internasional atau tidak. Oleh karena
itu Korps Brimob Jawa Barat masih terus berupaya untuk melakukan pencarian dan
penelusuran jaringan terorisme di Jawa Barat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya maka Korps Brimob Jawa Barat harus

mampu mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Barat
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tentunya dengan memberantas jaringan terorisme yang mengancam keamanan dan
ketertiban masyarakat. Terorisme merupakan perilaku menyimpang yang disertai
dengan tindakan menakutkan seperti melakukan pengeboman, penembakan secara
sengaja, sampai pada bom bunuh diri.

Tindakan yang dilakukan oleh teroris sangat membahayakan negara baik
keamanan masyarakat maupun keutuhan negara. Terorisme mengancam keamanan
dan ketenangan masyarakat, menimbulkan rasa takut dalam jiwa masyarakat
sehingga menggangu secara psikologis. Hal ini sesuai dengan fakta tindakan
terorisme yang terjadi Bali dan Jakarta. Bila dilihat lokasi penyerangan teroris yaitu
pada tempat wisata dan Mall, sehingga secara tidak langsung membuat orang
merasa khawatir untuk berlibur di tempat-tempat wisata khusus touris dari luar.

Wilayah Jawa Barat harus bebas teroris, sehingga keamanan dan ketertiban di
Jawa Barat dapat diwujudkan khsususnya oleh Polri. Keamanan dan keselamatan
masyarakat di Jawa Barat sangat penting karena baik karena alasan kemanusiaan
maupun karena alasan yuridis yaitu negara Indonesia sebagai negara hukum harus
adanya keamanan dan kepastian terhadap keselamatan warga negara.

Oleh karena itu, Korps Brimob harus menjalan fungsinya secara baik dan
maksimal sehingga mampu memberantas tindak pidana terorisme dan Jawa Barat.
Maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui fungsionalisasi
Kesatuan Brimob Jawa Barat dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana
terorisme.

Penelitian ini merupakan penelitian terbaru yang dilakukan oleh peneliti dan
bukan merupakan hasil karya dari peneliti lain, segala bentuk pendapat, hasil
penelitian dikutip sesuai dengan kaidah-kaidah pengutipan karya ilmiah yang

benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang
menyajikan data dalam bentuk deskripsi bukan angka dan tidak menggunakan
rumus-rumus seperti pada penelitian kuantitatif.

Dilihat dadri objek kajian dalam penelitian ini yaitu fungsionalisasi Kesatuan
Brimob Jawa Barat dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana
terorisme maka penelitian ini tepat menggunakan metode pendekatan
normatif.(Nuraeny, 2023) penelitian ini menggunakan bahan hukum untuk
menganalisis permasalahan.(Yuniar et al., 2017) penelitian ini juga menjadikan
hukum sebagai konsep, dan kaidah (Paren et al., 2023)

Penelitian ini menganalisi data dengan metode deskripsi analisis dengan cara
data yang diperoleh dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis yang

dilakukan.(Prambudi et al., 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN.
Fungsionalisasi Kesatuan Brimob Jawa Barat Dalam Pencegahan Dan
Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme
Secara umum tugas dan fungsi Polri diatur dalam UU No 2 tahun 2002 tentang
Polri. adapun tugas yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
dan penegakan hukum diatur dalam Pasal 5 dan 13 sebagai tugas pokok Polri.
Dalam menghadapi gangguan keamanan yang terus meningkat dan beragam
khususnya gangguan keamanan berintensitas tinggi seperti terorisme maka harus
dihadapi dengan satuan khusus yaitu Korp Brimob. Korps Brimob sebagai bagian
dari Polri menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta

penegakan hukum dengan upaya mencegah dan menindak pelaku tindak pidana
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terorisme di Indonesia secara umum dan khususnya di Jawa Barat. Sehingga dapat

di bagi fungsinya dalam dua upaya, yaitu upaya pencegahan terjadinya tindak

pidana terorisme dan upaya penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

a. Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme

Kurang lebih terdapat 4 (empat) upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah

terjadinya tindak pidana terorisme di Jawa Barat, yaitu:

1

2)

Perlu melakukan patroli di wilayah yang dicurigai sebagai tempat yang
rawan teroris, dan melakukan dialog dengan masyarakat.

Patroli merupakan upaya untuk mengetahui keberadaan pelaku tindak
pidana terorisme dan mengetahui titik-titik rawan terorisme. Patroli sangat
efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme karena pelaku
akan takut untuk memulai gerakan terorisme jika merasa ada yang
mengawasi secara langsung. Dengan patroli mudah untuk mengontrol
wilayah Jawa Barat yang rawan terjadinya terorisme.

Tentuny membutuhkan personil yang cukup banyak dan siap melawan
teroris, karena wilayah Jawa Barat yang cukup luas dengan jutaan
penduduk membuat Korps Brimob Jawa Barat harus mempersiapkan
personil yang banyak dan kompetean untuk melakukan kegiatan patroli.
Mengadakan latihan persiapan bagi anggota brimob dalam menghadapi
teroris.

Korps Brimob Jawa Barat perlu mengadakan pelatihan bagi anggota
brimob sebelum melakukan operasi lapangan, anggota harus mempunyai
fisik yang sehat dan kuat, memiliki kemampuan menembak, dan bela diri

serta menguasai arena lokasi yang menjadi lokasi operasi. Pelatihan harus
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3)

4)

berbentuk simulasi langsung sehingga seolah sedangkan melakukan
penyergapan terhadap terhadap pelaku tindak pidana terorisme.
Bersinergi dengan lembaga terkait seperti BNPT dan lain-lain.

Melakukan sinerga atau berkoordinasi dengan BNPT bertujuan untuk
mengumpulkan kekuatan dan penyamaan persepsi dalam mencegah
terjadinya tindak pidana terorisme. Koordinasi dengan pihak terkait akan
berdampak pada arah kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama
untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme. BNPT sebagai
lembaga khusus yang memiliki tugas dan fungsi dalam menanggulangi
tindak pidana terorisme, Korps Brimob sebagai satuan yang menangani
gangguan keamanan berintensitas tinggi tentunya punya kewenangan
yang sama secara kelembagaan sehingga perlu menyamakan pandangan
dan SOP dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme.

Melakukan pendekatan kultural dan partisipasi semua pihak.

Yang dimaksud dengan pendekatan kultural adalah melakukan
pendekatan secara keagamaan, budaya, dan sosial. Perlu melibatkan
ulama, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda
dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana terorisme. Peran para
tokoh ini sangat penting karena lebih tahu tentang perilaku anggota
masyarakat secara langsung sehingga mudah untuk melakukan upaya
pencegahan.

Tokoh-tokoh tentuny memiliki hubungan emosional karena terorisme
biasanya disandarkan kepada aliran tertentu dalam keagamaan serta
budaya tertentu sehingga dengan pendekatan kultaral ini dapat

meminimalisir gerakan terorisme. Hal lainnya ialah karena terorisme
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adalah bagian dari doktrin sehingga perlu adanya pemulihan pemahaman
dengan menghadirkan pengetahuan ulama lain.
b. Upaya penindakan pelaku tindak pidana terorisme

Upaya penindakan merupakan bagian dari fungsi brimob dalam
menegakkan hukum karena dalam negara hukum setiap perilaku
menyimpang harus ditindak hal ini sesuai dengan ungkapan Prof. Henny
Nuaeny dalam negara hukum semua hal yang berkaitan dengan aktivitas
lembaga dan manusia diatur dengan hukum.(Henny Nuraeny et al., 2024)

Oleh karena itu Korps Brimob sebagai satuan yang bertugas
menegakkan hukum perlu melakukan tindakan berupa penangkapan,
penahanan, dan selanjutnya menyerahkan kepada penyidik untuk dapat
diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang
berlaku di Indonesia.

Tindakan berupa penyergapan, penembakan, dan penahanan
merupakan tindakan represif yang bersumber dari kewenangan diskresi
kepolisian saat bertindak di lapangan yaitu suatu tindakan yang didasarkan
pada pertimbangan sendiri oleh anggota Polri saat menghadapi pelaku
tindak pidana. Dalam hal ini apabila anggota brimob berhadapan langsung
dengan pelaku tindak pidana terorisme dapat melakukan tindakan yang
sesuai dengan keadaan dan upaya pelaku dalam melakukan perlawanan
atau tidak. Jika melakukan perlawanan maka anggota brimob perlu
bertindak sesuai dengan pertimbangannya untuk melemahkan,
melunpuhkan atau bahkan menembak mati jika tidak ada upaya lain. Namun

jika pelaku tidak melakukan perlawanan dan menyerahkan diri maka tidak
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ada tindakan lain selain memborgol artinya tidak perlu ditindak dengan
kekerasan.
c. Upaya rehabilasi
Rehabilasi bukan tugas pokok brimob karena merupakan tugas lembaga
pemasyarakat atau Lapas namun brimob dapat menyampaikan pendapat
dan saran untuk merehabilitasi pelaku tindak pidana terorisme yang
ditangani oleh Lapas. Rehabilitasi merupakan upaya untuk menormalisasi
cara pandang dari radikal menjadi orang biasa.
Hambatan Yang Timbul Dalam Upaya Kesatuan Brimob Jawa Barat Dalam
Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme
Korps Brimob Polri memiliki peran khusus dalam penanganan terorisme,
termasuk operasi khusus, penanggulangan aksi teror, dan penegakan hukum.
Dampak persepsi masyarakat terhadap penindakan terorisme oleh Korps Brimob
Polri dapat dilihat dari beberapa perspektif:
1.  Kepercayaan Masyarakat
Positif, Jika masyarakat memiliki persepsi positif terhadap Korps Brimob Polri
dalam penanganan terorisme, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik
terhadap efektivitas dan profesionalisme aparat. Ini dapat mendorong
dukungan masyarakat terhadap upaya keamanan dan mempermudah
kolaborasi dalam pencegahan terorisme.
Negatif, Jika persepsi masyarakat buruk, misalnya jika Korps Brimob
dianggap menggunakan kekuatan berlebihan atau tidak sesuai prosedur,
kepercayaan publik bisa menurun. Hal ini dapat menghambat kerja sama
masyarakat dan menimbulkan ketidakpuasan yang berpotensi memperburuk

situasi.
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2. Keterlibatan Masyarakat

Persepsi positif dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam

memberikan informasi atau menjadi bagian dari program pencegahan

terorisme. Sebaliknya, jika masyarakat merasa aparat penegak hukum tidak
adil atau tidak transparan, mereka mungkin enggan untuk berpartisipasi atau
bahkan menutup mata terhadap aktivitas mencurigakan.

3.  Efektivitas Penegakan Hukum

Persepsi yang baik terhadap Korps Brimob Polri dapat mempermudah

pelaksanaan operasi dan penegakan hukum karena adanya dukungan dan

pemahaman dari masyarakat. Sebaliknya, persepsi yang buruk dapat menjadi
hambatan dalam pelaksanaan tugas.

Fungsionlaisasi Brimob didasarkan peraturan perundang-undangan sesuai
dengan tingkatanya karena setiap peraturan mempunyai kekuatan sesuai dengan
tingkatannya.(Yumarni, n.d.) hukum menjadi acuan dalam pencegahan dan
penanganan tindak pidana terorisme, hukum harus diposisikan pada posisi yang
paling tinggi.(Sulastri et al., 2018) Korps Brimob perlu melindungi warga negara
sesuai dengan amanat negara dan masyarakat, masyarakat harus mendapat
perlindungan dari negara.(Hidayat & Gautama, 2024)

Peran Korp Brimob dalam masyarakat begitu diharapkan karena masyarakat
berharap mendapat perlindungan terhadap jiwa dan raga mereka, keamanan
mereka haru dijamin.(Solihah & Nuraeny, 2022) Negara harus hadir memberikan

perlingungan terhadap jiwa dan raga masyarakat.
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KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan
bahwa:

1. Fungsionalisasi Kesatuan Brimob Jawa Barat dalam pencegahan dan
penanggulangan tindak pidana terorisme dilakukan dalam dua bentuk
yaitu 1) paya pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme yang
meliputi upaya patroli di wilayah yang dicurigai sebagai tempat yang
rawan teroris, dan melakukan dialog dengan masyarakat. Mengadakan
latihan persiapan bagi anggota brimob dalam menghadapi teroris.
Bersinergi dengan lembaga terkait seperti BNPT dan lain-lain. Melakukan
pendekatan kultural dan partisipasi semua pihak. 2) Upaya penindakan
pelaku tindak pidana terorisme. Tindakan berupa penyergapan,
penembakan, dan penahanan merupakan tindakan represif yang
bersumber dari kewenangan diskresi kepolisian saat bertindak di
lapangan yaitu suatu tindakan yang didasarkan pada pertimbangan
sendiri oleh anggota Polri saat menghadapi pelaku tindak pidana.

2. Hambatan dari kesatuan Brimob Jawa Barat dalam pencegahan dan
penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yaitu persepsi yang buruk
dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas, sarana dan prasarana

serta efektivitas hukum.
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